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Abstract
Tllis studl discussed the influence ofglobalization toward the derelopment ofhuman
rights in econonic, social and culture in htdonesia. the inJluence ofglobalization in
Indonesia is ret) shong, there is shili ofvalues and norns which underlie and coilttul
human rights in several diJletent countries, because the linit ofthose lalues began
to disappear there are values which survive and there are values which shift. The
right solutioti "'to build lav based on Pancasilavalues in legislation otgantc and to
implement Pancasila in the state and fiation s life correctly.
Kq,vord. Globalization, Hu a Rights
I. PENDAHULUAN
Globalisasi menyebabkan kencangnya
perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat, seiring dengan kemajuan yang
telah dicapai melalui teknologi iiformasi dan
komunikasi telah menyebabkan dunia dalam
posisi bordery'ess (sebuah dunia tanpa batas
atau sekar). Globalisasi menciptakan dunia
tanpa sekat pembatas, menerobos dan
meniadakan aspek geografis, menyatukan
belahan dunia dalam satu ruang. Akibat
globalisasi memberikan pengaruh yang
luar  b iasa  bag i  d inamika  keh idupan
mas) aralarI]yx. baik bidang ekonon)i.
politik, sosial, peftahanan keamanan,
budaya, tidak terkccuali dalam pengaturan
tatanan nilai (hukum) yang diberlakukan
untuk mewujudkan rasa tertib dalam
masyarakat, dan tidak terbantahkan adanya
pengaruh dari kondisj keterbukaan dalam
Dunia ranpa baus rnilah yang disebur
globalisasr. dan globalisasi ini alhim)a
menjadi kata kunci yang menjadi pemicu,
seh ingga norma-norma d iber  lakukan
terpengamh oleh kckratan dan cengkeraman
globalisasr. rak pclak bah$a pengaruran
tatanan ' lar (hukum r pun tak mengalami
sekat, batas nilai-nilai dari negara barat dan
timu{ semakin sedikit, yang secam nyata
kekuaun nilai- nilai dari negara barat mulai
menggeser bahkan merobohlan i lai-nilai
negara timur.
Globalisasi antara bangsa dan antar
negara tidak mungkin dihindarkan lagi, bagi
negara maju, ekspansi usahanya ke negara
larn. klru'usnya negara berkembang sudah
mempakan syarat mutlak terkait dengan
persaingan yang demikian kerar di negara
mereka sendiri atau dalam kelompoknegam
- negara yangbersangkutan. sementara iru
negara berkembang yang kcl.rangar dalam
modal dan keahlian sangat membutuhkantatanan dunia.
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kehadiran negara maju untuk menggarap
kekayaan alam yang dimiliki sekaligus
bermaksud untuk memperoleh transfer
keahlian dan t€krologi.
Globalisasi yang sedang berlangsung
membawa pengaruh yang luarbiasa, dalam
komplektif itas global itu, kemampanar
menjadi goyah dan terjadi dinamika baru
dalam hubungan individu dan antar sistem
masyarakat dunia, yang pada gilirannya
menciptakan fenomena - fenomena baru
yang mengubah kehidupan bedarak menjadi
kehidupan yang bersatu. lnilah globalisasi.
yang menghubr.lngkan, mengangkat,
mengkooptasi manusia ke dalam suatu
pola kehidupan. Dalam proses ini sudah
bamng tentu dan tidak bisa dihindarkan
terjadinya transformasi berbagai sistem nilar
dari suatu masyarakat kepada masyarakat
lainnla"
Pengaruh globalisasi dalam bidang
ekonomi, sosial, dan budaya sangat kuat,
tantangan Indonesia di era globalisasi inr
adalah potensi terjadinya pelanggaran hak
ekonomi, sosial, dan budaya yang besar,
baik karena kesengajaan (crime by
commissiotl), karcr\a pembiaran (cime by
omiss ion  ) .  maupun karena d imed ias i(mediated crime), tindakan sengaja bisa
terjadi jika pemerintah dan pemerintah
daerah da lam kerangk  a  de .en t ra l i sas i
(o lonomi  daerah)  secara  senga ja
membiarkan rakyatnya tidak memperoleh
hak-hak dasarnya untuk hidup dan
melangsungkan kehidupan sehingga tetap
miskin, terbelakang, tidak sehat, dan tidak
berpendidikan (Suparman Marzukt,
2010:466).
Tindakan pembiaran (omission)
terjadi apabila pemerintah pusat dan daerah
tidak mengambil tindakan atau diam atas
suatu keadaan, padahal bisa melakukan
tindakan tersebut Pemerintah telah melalekdr
pelangaran hak asasi manusia karena
pembiaran, penduduk yang menderita,
kelaparan, gizi buruk, atau tidak
berpendidikan, dal pemerintah diam atas itu;
lebihlebih apabila negan (pemerintah ) atau
daerah (pemerintah daerah) melalarkannya,
maka pemerintah telah melalorkan kejahatan
atau kekensan karena pembrarar (crime/
viol ence by on iss io n) (Suparman Marzuki.
20lO:467).
Kebalikan dari yiolerce by otrrission
atav crime by omission adalah mediated
violence atau mediated crime (kekerasan
atau kejahatan karena dimediasi) adalah
hasil dari intervensi manusia atau
pemerintah secara sengaja terhadap
lingkungan dam atau sosial yang membawa
pengaruh secara tidak lengsung pada
manusia lain. Pengaruhnya tidak langsung
akan segera dirasakan, eksploitasi alam,
penebangan hutan secara liar misalnya
adalah j enis tindakan ,? ediated crime (Jamtl
Salmi, 2005:5) yang dalam rentang waktu
tertentu mendatangkan bahaya ban;ir.
tanah lonsor dan dan bahaya-bahaya bencana
alam lainnya.
Era  g loba l i sas i  yang dapat
menimbulkan permasalahan pelanggaran-
pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan
budaya di atas tentu akan menghambat
tujuan negara, dalam bidang hukum perlu
pengaturan yang lebih tepat mengenai hak
asasi manusia eko[omi, sosial dan budaya
melalui pembangunan hukum hak asasi
manusia yang lebih arif dan bijaksana.
Kajian ini memfokuskan pada pengaruh
dan solusi pembangunar hukum atau politik
hukum Hak Asasi Manusia Bidang
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) di
Indonesia.
Berdasarkan latar belakang di atas,
permasalahan yang diangkat dalam kajian
ini adalah:
1. Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap
perkembangan Hak Asasr Manusia
bidang ekonomi, sosial, budaya di
Indorcsia ?
2. Bagaimana konstruki hukurn Hak Asasi
Manusia bidang ekonomi, sosial, dan
budaya (HESB)  d i  Indones ia  e ra
globalisasi?
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II. PEMBAHASAN
Sistem Globalisasi
Globalisasi telah meruntuhl<an balas-
batas negara bangsa, yang oleh Kenichi
Ohmae disebut sebagai "Tie End of the
Natio S!a!e". sehtngga implikasinla dunia
menjadi tanpa batas (botde ess world)
(Kenichi Ohmae, 1995:1-5). Dalambahasa
David M. Trubek mengatakan bahwa
dalam restrukturisasi global dan nasional
terdapat interpenetrasi dan interrelasi. Hal
iniberarti bahwa selumh aspek kehidupan
baik ideologi, polit ik, budaya, sosial,
ekonomi, huhlln, pertalanan dan keamanan
suatu negara selalu dan lengah lerpenetrasi
oleh kekuatan - kekuatan ekstranasional
sekaligus ebagai faktor mendinanisasi
kawasan tersebut(DavidM.Trubek, et.all,
1993:3).
Secara lebih tegas yang dimaksud
dengan g loba l i sas i  ada lah  proses
pengintegrasian ekonomi nasional kepada
sistem ekonomi dunia berdasarkan
keyakinan perdagangan bebas, yang
sesungguhnya telah dicanangkansejak
zaman kolonialisme. Para teoretisi kiitis
se jak  lama sudah meramalkan
perkembangan kapitalisme akan
berkembrng menu ju  pada dominas i
ekonomj, politik, dar budaya berskala global
setelah perjalanan panjang melalui era
kolonialisme.
Menurut Barbara Parker bahwa
globalisasi merupakan "there is groi,ihg
sense thal evenl occurring through out
the wo d are convetEing rapidly to shape
a single, inlegrated world where
econotn ic s, social, cultural, technological,
business, other in;fluences crcss tladttional
border and boundaries such as nation,
natio al cultures, t ime, spaces, a d
business industries with increasing ease
fBarbara Parker. 1991 484). Globalisasi
merupakan suatu  proses  yang
menempatkan masyarakat dunia bisa
menjangkau satudengan yang lainnya atau
saling terhubungkan semua aspek
kehidupan mereka, baik dalam budaya,
ekonomi ,  po l i t i k ,  tekno log i  maupun
Clobalisasi ekonomi pada masa ilu
lahir dengan kekerasan dalam alam
Lolonialisme. Pada masa kini globalisasi
ekonomi berkembang dengan jalan damai
melalui perundingan dan pejanjian
intemasional. Globalisasi hul-um mengikuti
globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti
substansi berbagai undang-undang dan
perjanjian - pedanjian menyebar melewati
batas - batas negara Globalisasi hukum
tenebut dapat terjadi melalui perjanjian dan
konvensi intemasional, perjanjian privat,
dan institusi ekonomr baru. Clobalsasi
hukum tersebut kemudian diikutipula oleh
globalisasi pmktik hukum, dimana antara
lain konsultan hukum suatu negara dan
suatu sistim hukum, dapat bekerja dinegara
lain yang mempunyai sistem hukum yang
berbeda (Martin Khor,205 :1 1 -1 2).
Globalisasi secara sederhana
d ipahami  sebaga i  sua tu  p roses
pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-
bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global.
Namun, j ika dit injau dari sejarah
perkembangan ekonomi, globalisasi pada
dasamya merupakan salah salu fase dari
perJ alanan panjang perkembangan
kapitalisme liberal, yang secara teoretis
seb€namya telah dikembangkan oleh
Adam Smi th .  Mesk ipun g loba l i sas l
dikampanyekan sebagai era masa depzrn,
yakni suatu era yang menjanjikan
'pertumbuhan' ekonomi secara global dan
akan mendatangkan kemakmuran global
bagi semua- namun sesungguhrya globalisasi
adalah kelanjr,rtan dari kolonialisme dan
deve I opmen t al ism sebelumnya. Globalisast
yang dilawarkan sebagaryalan heluar bagi
kemacetan penumbuhan ekonoml bagi
dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu
sosial krit is dan yang memikirkan
perlunya tata dunia ekonomi yang adil
serta kalangan yang melakukan pemihakan
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terhadap yang lemah, telah mencurigainya
sebagai bungkus baru dari imperialisme dan
kolonialisme
Dalam pandangan Scholte, bahwa
ada beberapa definisi yang dimaksudkan
dengan globalisasi (http://www. wikipedia.
corrl/ globalisasi/html, diunduh I Agustus
201l), yaitu
a. I ternasionalisasi: globalisasi diartikan
sebagai meningkatnya hubungan
intemasional. Dalam hal ini masing-
masing negara tetap mempenahankan
identitasnya masing-masing, namun
menjadi semakin tergantung satu sama
lan;
b. Liberalisasi: globalisasi juga diartikan
dengan semakin diturunkankan batas
antar negara, misalnya hambatan tarif
ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun
migrasi;
c. Universalisasi. globalisasi juga
d igambarkan sebaga i  semak in
tersebamya hal material maupun
imaterial ke selunrh dunia. Pengalaman di
satu lokalitas dapat menjadi pengalaman
seluruh dtmia;
d. Westernisasl westemisasi adalah salah
satu bentuk dari universalisasi dengan
semakin menyebamya pikiran dan
budaya dari barat sehingga mengglobal;
dalt
e. Hubungan transplanetari dan
supra terit orial i !a\ : Ani yang kelima ini
berbeda dengan keempat definisi diatas.
Pada empat definisi pertama, masing-
masing negara masih mempertahankan
staftrs ontologinya. Pada pengertian yang
kelima, dunia global memiliki status
ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan
negam-negalzl.
Dalam pemaluman Cochrane dan Pain
menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan
globalisasi, terdapat tigaposisi teoritis yang
dapat dilihat, yaitu:Perlama, Para globahs
percaya bahwa g)obalisasi adalah sebuah
kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata
terhadap bagaimana orang dan lembaga di
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seluruh dunia bedalan. Mereka percaya
bahwa negara - negara dan kebudayaan
lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan
ekonomi global yang homogen. meskipun
demikian, para globalis t idak memiliki
pendapat sama mengenai konsekuensi
terhadap roses tersebut; (l) Para globalis
positif dan optimistis menanggapi dengan
baik perkembangan semacam itu dan
menyatakan bahwa g loba l i sas i  akan
menghasilkan masyarakat dunia yang toleran
dan bertanggung jawab; (2) Para globalis
pesimis berpendapat bahwa globa|sasr
adalah sebuah fenomena negatifkarena hal
tersebut sebenamya adalah bentuk penjaj ahal
barat (terutama Amerika Serikat) yang
memaksa sejumlah bentuk budaya dan
konsumsi yang homogen dan terlihat
sebagai sesuatu yang benar dipermukaan.
Beberapa dari mereka kemudian
membentuk elompok untuk menentang
globalisasi (anti globalisasi);
K e d u a, paru tr adislonali stidak percaya
bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka
berpendapat bahwa fenomena ini adalah
sebuah mitos semata atau, jika memang
ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka
merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi
sebuah fenomena intemasional selama
ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami
saat ini hanyalah merupakan tahap
lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan
perdagangan kapital.
,(e/rga, Para transformasionalis berada
di antara para globalis dan tradisionalis.
Mereka setuju bahwa pengaruh
globalisasi telah sangat di lebih - Iebihkan
oleh para globalis. Namun, merela juga
berpendapat bahwa sangat bodoh.jika klta
menyangkal keberadaan konsep ini. Posrst
teoril is ini berpendapal bahwa globalisasi
seharusnya dipahami sebagai "seperangkat
hubungan yang sal ing berkaitan dengan mumi
melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar
tidak terjadi secara langsung". Mereka
menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik,
terutama ketika hal tersebut negatil
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Terdapat dua ciri utama globalisasi (Martln
Khor, 2005:11-12)l
a. Peningkatan konscntrasi dan monopoli
berbagai sumber daya dan kekuatan
ekonomi oleh perusahaan-perusahaan
tmnsnasional maupun oleh perusahaan-
perusahaan dan dana global. Jika dulu
sebuah perusahan m!L l t inas iona l
lranya mendominasi sebuah produk,
maka saat ini sebuah perusahaan
transnasional yangbesarsecarakhusus
menrproduksi dan menjual berbagai
macam produk, pelayanan, dan bidang-
bidang yang makin beragam. Bahkan
di prediksi jikaperusahaan transnasional
ini semakin beragam produk yang
dihasilkan tergantung pada pemintaan
pasar di negara tenpat perusahaan
beroperasi;
b .  Da lam keb i jakan dan mekan isme
pen lbuatan  keb i . jakan nas iona l ,
kebijakan-kebijaan asional ( baik
bidang ekononi, politik, sosial, budaya,
teknologi) yang sekarang ini berada
dalam lrurisdiksi suatu pemerintahan
dan masyarakat dalam suatu wilayah
negara bangsa bergeser di bawah
pengaruh atau di proses badan - badan
internasional tau pcrusahaan bcsar serta
pe laLu ekonon l i  dan keuangan
intemasional.
Hak Asasi \{anusia Bidang Ekonomi.
Sosial, Budaya (HESB)
Pasal I ayat(1) Undang-undang No.39
Tahun l99g tentang Hlk Asasi Vanusia
menyebutkan bahu a "Hak Asasi Vanusia
adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan kcberadaan manusLa
sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa
dan mcrupakan imugeruh-Nya yang wajib
dihormati. dijunjung tinggi dan dil indungi
oleh negara,hukum, Penlerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat n,)anusia. Hendarmln
Ranadireksa renlehutlun brhwa h:Lk asasi
marusia pada hakckatnya dalah seperangkat
ketentuan atau aturan untuk melindungi
warga negara  dar i  kemungk inan
pen indasa ,  pcmasungan dan a tau
pembatasan ruang gelak warga negara
oleh negara. Artinya, ada pembatasan-
pembatasan tertentu yang diberlakukan
pada negara gar hak warga negara yang
paling hakiki terlindungi dari kesewenang-
wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh
pemerintah (Suwandi, 2005 :39).
Menurut Mahfud MD (2001) hak
asasi manusia itu diartikan sebagai hak
yang melekat pada manabal manusia
sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak
tersebut di bawa manusia sejak lahirke
muka bumi sehingga hak tersebut bersifat
fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian
manusia atau negara. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahu a hck asasi nranusia
adalah hak dasar yang melekat pada setiap
individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan
bukan merupakan pemberian manusiaatau
penguasa./ negara yang waj ib dilindungi tanpa
alasanapapun.
Pada tahun 1948, tepatnya ianggal 10
Desember  1948 te rbentuk  suatu
kesepakatan umun1 dari masyarakat
intemasional untuk menjamin dan
mel indung i  Hak  Asas i  Manus ia .
Kesepakatan umum itu adalah Deklamsr
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
atau disebut ju9a Universal Declaration
of Hunan Rights (UDHR) yang memuat
pasal - pasal yang berkaitan dengan Hak
Asasi Manusia dan pada tahun 1966
d isepakat i  pu la  ins t rumen hukum
intemasional menyangkut Hak Asasr
Manusia, yakni: Intemasional Kovenan
Hak-hak  S ip i l  dan  Po l i t i k  ( r re
Internalional Covenant on Civil and
Political Rights), Intemasiorlal Hak-hak
Ekonomi ,  Sos ia l  dan Budaya ( the
Interuational o Eco onic, Social and
Cultural Rights), dan Protokol Tambahan
Kovenan Hak-hak Sipil dan Polit ik (rre
Optional Prolocol on Civil und Political
Rights).
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Hak ekonomi dan sosial itu merupakan
hak asasi manusia yang sangat slralegis
untuk diperjuangkan dan dipenuhi, senada
dalam pandangan ini dikemukakan oleh
Robertson: "Ciri1 ard Political Right may
be fu damental, be they can not be
enjoyed on an empty stot ach, talk to
holocauts sut'vivors, and they will tell
you that racial discrimination, sla\iery
and loss of liber4) were not the immediate
concern . . . .bu t  ra ther  an  ach ing  and
allenveloping hunget. Of course,
5tarvation wos in./ l i t  teJ 4r -
co sequences o.f an inhuma facist
policy, but it endangered their right to
life morc directly than deplering them of
cir i l  l ibert ies " fceofrey Robertson,
2000:157).
Pengaturan hak ekonomi, sosial dan
budaya di Indonesia sudah diatur dalam
Undang-undang Dasar 1945, misalnya hak
pendidikan sebagai salah satu hak dasar
manusia, selain hak pendidikan diaturjuga
hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
hak untuk memiliki keturunan, hak untuk
bekerja serta mendapatkan imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja, hak memilih pekerjaan,
hak hidup se.jahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
hak  a tas  jaminan sos ia l  yang
memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia Yang
bermartabat, hak bagi fakir miskin dan anak-
anak terlantar dipelihara oleh negara, hak
mendaparlan srstem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan, hak
atas penyediaan fasilitas pelayanan ke-
sehatan dan fasil i tas pelayanan umum
yang layak dari pemeinfah. Namun dalam
dataran implementasi, hak ekonomi, sosial
dan budaya masih belum maksimal.
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Pengaruh Globalisasi Terhadap HakAsasi
Manusia Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya
(HESB) Di Indonesia
Globalisasi merupakan sebuah keadaan
sebagai konseLlensi dari transformasi global
yang men jad ikan dun ia  da lam kond is i
camp4 s tJ  ser ta  le r jad i  in tens i f i ka . i
kesadaran terhadap dunia sebagai suatu
kesatuan yang utuh. Dampak yangpaling
jelas muncul kepermukaan adalah
pengaruh nilai liberalisasi yang begitLr besar
da lam muatan yang d ia tu r  me la lu i
ketentuan hukum perundang-undangan,
bahlon sedng kali globalisasi bertentangan
dengan ilai-nilai Pancasila, padahal dalam
konteks ke Indonesia bahwa hak asasr
manusia bidang ekonomi, sosial dan
budaya harus mengacu dan merujuk pada
Pancasila, laktanya hal ini ditandaidengan
memudamla implemenla<i nilai - nilai
Pancasila dalam penyelenggaraan hukum
(pembentukan, penemuan, dan penerapan
hukum terkait hak asasi manusia bidang
ekonomi, sosial dan politik) (Enda,rg Sutrisno,
2007r115) .
Globalisasi merupakan kekuatan baru
yang berpengaruh terhadap kehidupan
manusia, bahkan nilai - nilai kemanusiaan
dalam tradisi ketimuran (termasuk
Indonesra) semakin memudar. globalrsasr
membawa nilai - nilai liberalisme membuat
n i la r  -  n i la i  ke i lmuan bangsa Indones ia
merasa rak punya Jati diri lagi. sebut saja
beberapa penormaan hukum dalam
bentuk peraturan perundang-undangan
bidang ekonomi yang tidak mengindahkan
lagi nilai-nilai Pancasila. Keberpihakan
f eraturan perundang-undangan p da nilai
nilai liberalisme tersebut dapat dipandang
sebaga i  penyebab knsr .  mu l t i  d imens i .
khususnya dalam pengembangan teori dan
i lmu hukum,  k r is is  yang berka i tan
dengan hukum adalah melemahnya sendi-
sendi nilai hukum budaya bangsa yang
terkaldung dalam Pancasila dan tentunya
nilai - nilai kearifan lokal.
Keadaan terscbut yang sehat-usnya peran tradisionalnya sebagai penguasa
d i jad ikan "cern in  berbenah d i r i "  tungga l  ekonomi  d ipandang akan
penyelenggaraan hukum, dan setidaknya menghambat invcstasi dan memiskinkan
upaya yang dilakukan dalam merespon rakyatnya sendiri, inilah gambaran
perubalralt pergeseran nilai, sebab jika mediated violence ata! mediated crime
tidak dilakukan, maka hukum ltanya sekedar (kekerasan atau kejahatan karena
"teks-teks mati" yang tidak dapat dimediasi).
diimplenrenta,ikan dengan barl, .  hal ini jela. Bagi Indonesia, sangat tidak mungkin
mcnjadi pemasalahan bagi pen,bangunan melawan arus globalisasi yang tengah
hukum ekonomi di Indonesia di era berlangsung secar.a kselerati l hal ini
globalisasi. Dalam bahasa Anold Toynbee disebabkant 1) Indonesia berada dalam
bahwa telah te{adi ketimpangan sangat posisi yang kurang menguntungkan yang
besarantan saiis dan teknologi yang melaju disebabkan oleh lemahnya sumber daya
sedemikian pesat dengan kearifan moral manusia dalam penguasaan teknologi dan
bangsa yang sama sekali tidak berkembang buruknya birokrasi nvestasi; 2) pada saat
atau kalau boleh dikatakan justru malah bersamaan setelah Indonesia meratifikasi
mengal.mi kemunduran (Anthon F. Susanto, WTO, maka peranan pemerintah dalam
2010:1). Globalisasi sebagaimana y ng kehidupan ekonon'ri semakin tereduksi
dikenrukakan oleh David C.Koften telah secrua sigifikan. Meski globalisasi, yangpada
menyebabkan peran politis pcmelintah dasamya merupakan proses perubahan yang
menjadijauh berkurang, saat ini yangjauh sangat cepat di senua lini kehidupan dan
lebih berkriasa adalah jaringan yang munculnya kompetisi yang sangat kejamj
berpusat pada ekonomi global, yang teiah menempatkan Indonesia pada posisi
didominasi oieh perdagangan antar yang sangat lemah, tetapi masih ada celah-
perusahaan dan hubungan antarpribadi.
Pendapat David C. Korten tercebut menperkuat diri, yakni pcmerintah
ada benamya nengingat industrialisasi Indonesia harus dapat membangun
teknologiinlomasisemakinmcnccngkemm, kekuatanintemalyangdimilikinya.
celah yang dapat digunakan untuk
dan  kond i . i  . os ia l  ma .yd r ! k r l  n lenga lami Dalam pandangan Anis lbrahin bahwa
pergeseran dari komunalistik kearah pomerintah lndonesia harus berupaya
individualistik, dincnsi hak asasi manusia melakukan barrier to entry yang bisa
pun tak  ubah sana te lah  menga lami  d ic ip takan mela lu i t  1 )  membangun
perg€scran! selain itu pemerintah pusat dan nasionalisme konsumen yarg tinggi untuk
daerah mulai berpihak pada globalisasi mencintai produk daiam ncgeri; 2)
(investasi asing, perusahaan asing) dan mondorong dan menfasilitasl agar sumber
mengacuhkan perlindungan, penghormatan daya manusia yang dimiliki dapat menguasai
dan pemcnuhan hak asasi manusia bidang teknologi; 3) memperkuat sosiasi-asostasi
ekononri, sosial, dan budaya. Seiringdengan ahli untuk melildungi kepentingan profesi;
itu peran pemedntah nasional dan daerah prrt1 4) mempcrkuat market ekonomi dalam
menjadi berubah dari scmula sebagai negeriuntuk memasarkan produk 1okal;5)
pelindung rakyat da11 basis sumber daya melakukanpembaharuan hukum yang dapat
manusia alan1 mereka dari ancaman memproteksi semua itu tanpa melanggar
ekstemal menjadi penjam in rakyat mereka kesepakatan global yang sudah
harus dapat menikmati ragam pilihan yang ditandatangani Indonesia (Anis Ibrahim,
luas diantara berbagai barang dan jasa 2007197-98). Dalam pandangan penulis, hal
terbaik dan termurali dari seluruh dunia, di atas penting untuk dilaksanakan agar
karenanyapemcnntah yangterpiku nrenjalani penrbangunan hukum hak asasi manusia
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bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat
terealisasi denganbaik, logika terbaliknyajika
pemer in tah  lndones ia  t idak  nampu
melaksanakan solusi sederhana di atas,
tentu bukan hanya pembangunan hak
asasi manusia saja yang terbengkalai. tetapi
jugapelanggaran hak asasi manusia dalam
bidangekonomi, sosial, dan budaya. Hai rnr
dapat terl ihat semakin bertambahnya
kemiskinan, kelaparan, semakin rendahnya
sumber daya manusia diakibatkan biaya
pendidikan melangiq dar lainnya.
Solusi Melalui Pembangunan IIukum
Pembangunan HuLum Hak Asas i
Manusia (Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya)  ten tu  t idak  semudah yang
diba) angkan. apalagi nuansa globalisasi
yang  bc rd in tcn  s  i i nd iv rdua l  sen tak in
mencengkeram dan mula i  mereduks l
komunalitas masyarakat Indonesla.
Beberapa de lade dan bahkan sampai
sekarang, masyarakat masih terlihat paling
tidak ada yang nasih menyandarkan
hidupnya pada komunalitas (khususnya di
Pulau Jawa), nuansa saling membantu
dalam bidang ekonomi masih terl ihat,
sekalipun sudah mulaisedikit kabur akibat
globalisasi yang semakin memaksa manusra
semakin egois dalam memerluhi kebutuhan
hidupnya.
Komunalitas yang dulu sebagai sandaran
dalam menja)in kehidupan bermasyarakat
dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya
seiring menghrlang ditedang badai globalisasi.
Tentunya hal ini harus menjadi peke{aan
rumah bag i  pemimpin  negara  un tuk
mewujudkan kebutuhan dasardalam bidang
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat,
dalam arti bahwa negara hiuus mencmrhi hak
asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan
budaya secara baik dan terj amin.
Fakta di lapangan berkenaan dengan
hak asasi manusia, lebih didominasihak
polit i ldan haksipil.scmenrard Irak ckononli.
sos ia l  dan budaya lang berangkat  dar i
pemenuhan kebutuhan sering di abaikan
oleh pemerintah dalam pelaksanaannya,
lihat saja berbagai kasus busung lapar,
kelaparan dan bertambahnya jun,l lah
penduduk miskin di berbagai daerah di
Indonesia. Fakta iniberbeda dengan Cina,
Singapura, dan negam Timur Tengah adalah
contoh negara yang tidak demokratis. Di
sis iain negara tersebut sangat memperhatikan
hak ekonomi, sosial dan buday4 terutana hak
gkonomi dan sosial. Dominasi pemenuhan
freedon ofu,ant (hak-hak sipil dan politik)
daripad,a 
.freedon fron neecl (hak-hak
ekononrr dan sosial). merupakan konsekuensi
negarademokratis yang menggunakan
/ieedon of want dalam memperoleh
.freedon from need.
Dek la ras i  un iversa l  Hak  Asas i
Manusia (Uriversal Declaration of
Human Rights) sejak diadopsi tahun 1948
telah mengafirnrasi penting dan
fundamental terpenuhinya dua macam
kebebasan bagi fiat\$ta, yaitr ficedom of
want (hak-hak sipil dan polit ik) dan
Jieedon fron need (hakiak ekonomi dan
sosial), sementara fakta di lapangan
menunjukan semenjak Perang Dunia ke ll,
lebih banyak orang meninggal akibat
malnutrisi, kelaparan, wabah penyakit
ketimbang gabungan jumlah keseluruhan
korban perang yang terjadi dan korban
berbagai rezim represif yang secara
sistematis melanggarhak-hak sipil dan hak-
hak politik warga demi mempertahankan
kekuasaan.
Hak ekonomidan sosial itu merupakan
hak asasi manusia yang sangat strategis
untuk dipeduangkan dan dipenuhi, senada
dalam pandangan ini dikemr-rkakan oleh
Robertson: "Civil dnd Political Right may
be fundamentdl, be they can not be
enjoyed on an enpty slomach, talk to
holocuuls survivors, and they will tell
you that racial discri ination, slavery
and losJ o! liberty were not the immediate
co  cer  . . . .bu t  ra ther  an  ach ing  and
allenveloping hunger OJ course, starvat@n
was inlicted as a consequences of an
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in human racist policy, but it endangered
their right to l i fe mole directly thdn
deplefing them ofciril liberties" (Geoftey
Robertson, 2000: 157).
Pembangunan hrkum ha l  aqas  i
manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan
budaya merupalan jaminan keberlangsungan
hidup umat manusia, tanpa itu sejatinya
negara dan bangsa lni sudah kehllangan
"core value" dalant kehidupan bemegara,
bukan sistem hukum atau polit ik yang
terpuaskan, tetapi pencapaian kehidupan
yang adil dan sejahtela bagi selutuh anak
bang.a dan pcnccparan keadilan .o..al bagi
seluruh mkyat Indonesia sebagai sebuah
tujuan mulia pendirian bangsa dan negara
Indonesia tercinta ini. Berkaitan dengan
pen]bangunan l]ukum hak asasi manusra
(HESB), tentu harus melihat penormaan
hukum yang besarnya tekanan terhadap
hukum yang lahir di luar energi hukum
dalam berbagai pembangunan hukum
di lndonesia akibat era globalisasi yang
semakin menggerogoti sistem hukum
Indonesia,misalnya energi ekonomi,
individualisasi, dan liberalisasi.
Kondisi tersebut harus mengacu pada
argumen bahwa hukum harus berdiri di atas
sub-sub sislem relma.uk 5ub siilem ekonomi,
Esmi Warrasih menyebutnya sebagai
"supremas i  hukum" ,  jad i  yang leb ih
disupremasikan (diutamakan/ diunggulkan)
adalah tatanan hukum yang telah
disepakati bersama, karena dalam
kehidupan bermasyarakat "hukum" adalah
kesepakatan bersama, t€rlebih kesepakatan
bersama tersebut menjadi dasar legitimasr
hukum, tidak mudah menetapkan legitimasl
dan supremasi hukum apabila didasarkan
pada pandangan i dividual atau kelon1pok
yang beibeda-beda.
Dalam pembangunan hukum Hak
Ekonomi, Sosial, dan Buday4 maka Pancasila
dilihat sebagai cita hukum (rcchtsidee)
merupakan brn tcng pemandu.  posr . i  rn r
mengharuskan pembentukan hukumhak
asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan
budaya adalah untuk nencapai ide-ide
dalamPancasila(JimlyAsshiddiqiedanAli
Safa'at,2006r23). Hal ini idealnya dilakukan
dengan melakukal konkitisasi nilai-nilai
Pancasila dalam penormaan peraturan
perundang - undangan yang berkaitan
dengan penrenuhan hal a.asi manusia
bidang ekonomi, sosial dan budaya, sebab
tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila
sebagai deologi negara dan pandangan
hidup bangsa sering mengalami pasang surut
perkembangan, tetapi hal ini perlu diingat
bahwa pasang surut tcrsebut bukan
disebabkan kelemahan ilai-nilai Pancasila,
te tap i  leb ih  mengarah pada konsrs rens i
inpiementasi nilai - niiai dalam kehidupan
ber  bangsa dan bc lnegar 'a  lndones ia .
te rmasuk da lam menata  keh idupan
perekonomian bangsa dan negara (Endang
Sutrisno, ,2007i96).
Perlindungan, penghormatan, dan
pemenuhan hak asasi manusia bidang
ekonomi, sosial, dan budayayang tertuang
dalam Undang-undang Dasar 1945,
Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, dan peraturan
perundang-undangan yang lebih spesifik
lainnya di era globalisasi akan lebih berat,
sebab dalanr penenasi ekonomi global, maka
tidak bisa dihindarkan adanya upaya
menanamkan pengaruh ideologi dan
suafu negara kepada negara lainnya,
tentunya dalam konteks pembangunan
hukum hak asasi manusia hans berpedoman
teguh pada Pancasila, sebab Pembangunan
hukum sudah sewajarnya didudukan
kembali pada tataran filosofisnya yang luhur
(M.Arif Nasution, I 999:68-69).
Pancasila secara utuh harus dilihat
sebrgdi sudru "uotional guikline, ..ebagai
"nationa! standart, notm and principles
yang sekaligusmemuat "human rights and
human responsib l//ry " (Gunawan
Muhammad an Muamar Romadhan (ed),
2006:102) .  Pancas i la juga dapatber fungs i
sebagai margin oJ op1rc, otton >ebagai
batas atau garis tepi penghargaan terhadap
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hukum yang menyebar sebagai dampak
globalisasi. Dalam pandangan Muladi bahwa
karak ter  i lmu hukum harus  mampu
mendayagunaLan Pancas  i la  sebaga i
paradigma dan margin of apprecalioh
bahwa dalam pembangunan hukum hak
ekonomi, sosial, dan budaya harus bertumpu
pada etika univenal yarg terkandung dalam
s i la -s i la  da lam Pancas i la ,  (Gunawan
Muhammad an Muamar Romadhan (ed),
2006:102), yaitu:
a. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-
prinsip KetuhananYang Maha esa yang
menghormati ketertibanhidupberagama,
rasa keagamaan. dan agama sebagai
kepentingan besar;
b. Menghormatr nJlai-nilar HakAsasi Manusia
baik hak-hak sipildan politik maupun hak
ekonomi, sosial, dan budaya, dan dalam
kerangka hubungan antar bangsa harus
menghormati "the rights to
developmenl".
c. Harus mendasarkan persatuan asional
pada penghargaan terhadap konsep
"civic at[o alism 'yang mengapresiasr
pluralisme;
d. Harus menghormati indekatal] "cole ralue
of democracy" sebagai alat 'audit
e. Harus menempatkan "legal justice"
dalam kerangka "social justice" dan
dalam hubungan antar bangsa berupa
prinsip-prinsip " global justice ".
Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum yang menggambarkan
gagasan Hans Ke lsen ten tang Re l re
Rec h ts I e hrc, G round n o nn, Un s pru n gn orm
(Anthon F. Susanto, 2010:294). Sehingga
mela lu i  pembangunan hukum yang
berdasarkan Pancasila terdapat harapan
polit ik hukum nasional untuk merubah
konstruksi yang selama ini dilakukan
dengan tidak memasukan Pancasila dalam
pembentukan penturan p€nudang-undangan
bidang hak asasi manusia bidang ekonomi.
sosial dan budaya, dalam arti bahwa
kedepan pembangunan hul-um nasional harus
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berdasarkan padanilai-nilai Pancasila.
Dengan arah kebijakan ini diharapkan
politik hukumnya mampu mendukung
tujuan berbangsa dan bemegara dalam
transformasi skala global, intemasional,
nasional, regional.
Ikhtiar untuk menterjemahkan nilai-
nilai Pancasila ke dalam produk-produk
hukum yang mengatur hak asasi manusia
bidang ekonomi, sosial dan budaya harus
diramu sedemikian rupa agar hak-hak
tersebut dapat terwujud, dan tentunya
ketenfuan ormatif peraturan perundang-
undangan yang berlandaskan pada
konstitusionalisme Indonesia yang
berpatokan padaUndang-undang Dasar
1945 harus dijadikan dasar pelaksanaan
pembangunan hukum hak asasi manusla
bidang ekonomi, sosial dan budaya secara
tepat. Intinya pembangunan hukum hak
asasi manusia bidang ekonomi, sosial dan
budaya dalam rangka mewujudkan
ter jaminnya hak  asas i  manus ia  d i  e ra
globalisasi harus berpedoman pada
Pancasila dan LLrD 1945. Dalam Undang-
undang Dasar, telah diakomodir secara
baik dalam Pasal 28 yang mengatur
tentang Hak Asasi Manusia, maka
seluruh peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh pemerintah baik dalam
bentuk undang-undang, peraturan
pemerintah pengganti undang-undang,
pemturan pemerintah, dan lainnya dalam
kategoti freedo l from need harus
berpedoman dan tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan tersebut.
Dalam Undang-undang Dasar 1945
diatur beberapa hak ekonomi, sosial
dan budaya, misaJnya hak pendidikan
sebagai salah satu hak dasar manusia,
selain hak pendidikan diatur juga hak
warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
hak untuk memiliki keturunan, hak
untuk bekerja serta mendapatkan imbalan
dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan Leia- hak memilih pekerjaan.
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hak hidup sejahtera lahir dan batin, kebijakan pembangunan beserta
bertempat tinggal dan meidapatkan priositasnya kepada konstituen mereka,
lingkungan hidup yang baik dan sehat yaitu nasyarakat. Hal ini berafii rennasuK
serta bethak memperoleh peiayanan melakukan review terhadap legislasi
kesehatan, hak atas jaminan sosial yang dan praktik administratif, mendorong
memungkinkan pengembangan dirinya pendidikan publik dan program informasi,
secara  u tuh  sebaga i  manus ia  yang melakukan penye l id ikan  a tas  sega la
bermartabat, hak bagi fakir miskin dan pengaduan tentang pelanggaran yang
anak-anak terlantar dipelihan oleh negara. terjadi, sefta melakukan dengan pendapat
hak mendapatkan sistem jaminan sosial demi tercapainya penenuhan hak
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan ekonomi dan sosial diseluruh wilayah
masyarakat yang lemah dan tidak mampu negara ataupun paling tidak dibeberapa
sesuaidenganmartabatkemanusiaan,hak wilayahDrioriras.
atas penyediaan lirsilitas pelayanan kesehatan Mengupayakan te{aninnya hak untuk
dan fasilitas pelayanan umum yang layak memper.oleh keseiahteraan ekonomi dalam
dari pemerintah. , rn 'an  ydng luas .  y . rng  mel rpur i  juga  pra
Dalam pandang;m SupamanMazuki kondisi yang sosialdan kulturalnya, ncgara
(2010: ,166)  u rgens i  pemenuhar  dan beser ta  pe jabat  t idak  lag i  berperan
perlindr.rngan Hak Ekonomi, Sosial, dan sebagai wacthdog d,an hatds oJf policy-
Budaya mencakup tigahal,yailru Penama, nya. Negara beserta pejabatnya harus
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sanggup bertindak positif, untuk secara
mencakup berbagai masalah paling pr.oaktifmenginten ensi proscs, edemikian
utama yang dialami manusia sehari- rupa sehingga sifuasr kehidupan menjadi
hari: makanan yang cukup, pelayanan cukup kondusif bagi setiap manusia warga
kesehatan yang baik, dan perumahan negara/ masyarakat untuk dapat
yang merupakan kebutuhan pokok mengupayakan hrk nya menurut ketentuan
(basic necesities) bagi seluruh umat konstitusidan kovenan yans ada.
manusia. Realitasnya banyak nanusra Kedua,  Hak ekonomi ,  sos ia l  dan
di seluruh penjuru dunia yang tidak budaya tldak bisa dipisahkan dengan
mempunyai akses terhadap kcbutuhan hak asasi manusia yang lainnya,
pokok mereka, jangankan mempengaruhi interdeDendensi hak asasi manusia
kebijakan penguasatentang suNivalmoreka adalah realitas yans tidak bisa dihindari
sehad hari. saat ini, hak untuk memilih dan kebebasan
Perlindungan, penghormatan dan mengeluarkan pendapat, misalnyatidak
pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan akan banyak artinya bagi mereka
Budaya membutuhkan pcnerintah dan yang berpendidikan rendah karena
aktor-aktor non negara yang berpengaruh pendapatan mercka tidak cukup
lainnya untuk menastikan n'lasyarakat untuk membiayai sekolah, apalagi
mempunyai akses pada kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin yang meng-
bahan pangan, layanan kesehalal1 dan gantungkan hidupnya pada stsa-srsa
pemmallan, dan memastikan mekanisme sampah globalisasi. fedgd, Hak ekonomi,
demokra t ik  d imana masyarakat  b isa  sos ia l ,  dan budaya mengubah
menyampaikan pendapat pada pembuatan kebutuhan menjadi hak, sepertj yang
atau terhadap kebijakan yang mempengamhi sudah diulas di atas, atas dasar keadilan
kehidupan mereka yangjuga diibutuhkan dan martabat manusia, hak ekonomi,
adalah sistem hukum yang memungkinkai sosial, budaya memungkinkan masyarakat
aparat negara mempeftanggungjawabkan orcnjadikan kcbutuhan pokok merek sebagai
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hak yang harus diklaim (rights to clain) memberikan dampak bagi hak-hak
dan bukannya sumbangan yang di dapat yang tercantum dalam kovenan Hak
(charity to recieve). Ekonomi. Sosial dan Budava. khusus unhrk
Pembangunan hukum hak asasi memenuhi pengaturan prinsip non-
manusia ekonomi, sosial dan budaya diskriminasi dalam kovenan, maka
kedepan adalah menterjemahkan ilai- penerapan aturan hukum tidak bisa dan
nilai Pancasila, imperatif-imperatif t idak harus dilakukan; kedua,perlindungan
konstitusi ke dalam undang-undang atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
organik di satu sisi, serta menjadikan harus setara dan menjadi bagian integral
hak ekonomi, sosial dan budaya memiliki dari upaya perlindungan atas hak asasi
kekuatan hukum untuk digugat peme- manusia dalam bidang polit ik; Ketiga,
nuhannya. Komite Ecosoc PBB tahun komite mengusulkan agar prinsip-prinsip
1998 telah mengeluarkan beberapa hak ekonomi, sosial, budaya yang ter-
komentar umum (gereral comment) yat\g cantum dalam kovenan, diadopsi dalam
secara langsung memberikan bahasan sistem hukum nasional, baik melalui
terhadap isu status hukum(juslictbility) seia ratifikasi maupun absorbsi ke dalam per-
perlunya pengaturan penyelesaian secara aturan perundang-undangan yang sudah
hukum atas pelanggaran hak ekonomi, berlaku, tujuannya agar individu meng-
sosial, dan budaya melalui pengaturan hak gunakannya dalam litigasi di pengadilan
asasi manusia yang lebih baik dalam sebuah unruk memperoleh keadilan.
perafuran perundang-undangan. Dalam implementasi pembangunan
Dalam general comment No.9 hukum tentu membutuhkan peranan
tentang penerapan Hak Ekonomi, Sosial seluruh pihak bangsa dan negara, jadi
dan Budaya, Komite menyanggah pendapat tidak hanya menjadi kewenangan atau
yang menyatakan bahwa hak ckonomi, peranan penuh lembaga negara, tetapi
sosial dan budaya secaft inheren ttdak membutuhkan sinergitas antara lembaga
cocok untuk diterapkan melalul law or negara dengan masyarakat. Pemerintah
judicial en./brcemerl, dan sekaligus dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ber-
mengesahkan suatu  s tandar  d imana peran da lam b idang leg is las i  harus
negara/ pemerintah dipersyaratkan kemudianmenciptakanpembangunan
untuk menyediakan mekanisme pen- hukum hak asasi manusia dibidang ekonomi,
yelesaian hukum daiam dua cara, yaitu: sosial, dan budaya yang berdasarkan
melalui interpretasi yang konsisten dari pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-
hukum agar sesuai standar kovenan Hak undangDasar 1945.
Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Pemerintah melaksanakan pemenulran
dalam hal kesetaraan dan non diskiminasi, hak asasi manusia, dan Dewan Perwakilan
serta melalui pengesahan peraturan yang Rakyat memberikan pengawasan terhadap
membentuk mekanisme penyelesaian jalannya hak asasi manusia. Selain itu
huLum yang terjadi. misalnya lembaga yang mengawal dan
Komi tekemudian  mengesahkan berkont r ibus i te rhadappembangunan
tiga prinsip dasar pemenuhan berdasar- hukum hak asasi manusia bidang ekonomi,
kan kesepakatan  ten tang tanggung-  sos ia l  dan budaya ada lah  lembaga
jawab negara untuk menyediakan me- kekuasaankehakiman (terutamaMahkamah
kanisme hukum atas pelanggaran Hak Konstihrsi). Mahkamah Konstitusi sebagai
ekonomi, sosial dan brLdaya, yaitu: pengawal konstitusionalisme danlembaga
pertama, l^ngkah apapun yang dilakukan yang memberikan perlindungan hak asasi
suatu negara haruslah cukup untuk manusia darikerugian-kemgian konstitusional
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yang diakibatkan oleh lahimya undang-
undang yang melanggar atau bertentangan
dengan hak asasi manusia yang berlaku
universal dan dijamin oleh Pancasila,
contoh konkit adalah pembatalan Undang-
undang Komisi Kebenaran dan Rekonsil iasi
yang dinilai oleh Mahkamah Konstirusi
benentangan dengan Undang-undang Dasar
7945 yang di dalamnya mengandung
ketidakpastian hukum.
Tnt inya  bahr  a  Tndoncs ia  sebaga i
negara hukum demokratis dan negara
demokasi berdasarkan hukum menjadikan
hukum sebagai the suprene (pand\tan
tertinggi), sebagai perwujudan tersebut
lembaga-lembaga negaradengansistem
check: and balances mampu mengemban
pengakuan dan per l indungan hak  asas i
manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Selain itu juga yang terpenting adalah
par t i s ipas i  masyarakat  secara  men-
yelumh, pemerintah dal1 masyarakat harus
sinergis dan menjalin kemiteraan kom-
prehensif untuk mewujudkan pengakuan,
perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
C. PENUTUP
Pengaruh globalisasi terhadap
perkembangan hak asasi manusia bidang
ekonomi, sosial dan budaya sangat kuat,
terjadi pergeseran ilai dan norma yang
melandasi dan mengalur hak asasr manusia
diberbagai negara, namun dengan adanya
g loba l isas i  sekat  pembaras  ni la  i -n  i la i
tersebut menjadi hilang, ada nilai yang
tetap survive dan ada nilai-nilai yang
kemudian bergeser- Solusi yang tepat adalah
melakukan pembangunn hukum hak
asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial,
dan budaya (HfSB) merupakan hak asasi
yang harus di l indungi, dihormati dan
d ipenuh i  o leh  pemer i r l tah  pusat  dan
pemerintahdaerah ft'cnyelenggara otonomi
daerah.
Pembangunan hul-um dapat dilalekan
dengan meng implementas ikan n i la i -
n i la i  Pancas i la  dan Undang-undang
Dasar 1945 dalam peraturan perundang-
undangan organ ik ,  seh ingga dapat
di implementa sikan secara langsung
o leh  pemer in tah .  Se la in  i tu ,  da lam
pembangunan hukum hak  asas i
manusia bidang ekonomi, sosial, dan
budaya perlu ada mekanisme pemenuhan
atau  penun lu tan  hak  j i ka  hak  ekonomi ,
sosial dan budaya tidak dipenuhi oleh
negara, terkait dengan pemenuhan
diperlukan upaya sinergis antar Iembaga
negara dan masyarakat.
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